LAPORAN

PENGELOLAAN RESIKO

TRIBULAN II
TAHUN 2025

Disusun Oleh:
DINAS SOSIAL

KABUPATEN LAMONGAN




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS SOSIAL

Jin. Kusuma Bangsa No.32 Lamongan — Kode Pos 62214
Telp. (0322) 321704 E-Mail :dinsos@lamongankab.go.id
Web Site :www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN < | 050/12 0 1413.202/2025
TANGGAL TERBIT : | 10 Juli 2025
Disiapkan Oleh  : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
VALUASI

NIP. 19800406 201101 2 009

Diperiksa : SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN

<y

MARGONO JAYA PUTRA,S.H, M.Si.
NIP. 19740716 199803 1 009

Disahkan Oleh 3 KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN

FARAH DAMAYANTI ZUBAIDAH, S.Sos
19730509 199803 2 005




PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikas, analisis,
penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau
bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan
dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian,
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah
akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian
ini  berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko.
Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan,
pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian
risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan
menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen
risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir
suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui aatau
belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko
kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan
menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa
aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko,
pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan
pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui
manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan
kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena
setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menetapkan 3 (Tiga) tujuan
Yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan pemeriu pelayanan kesejahteraan
Sosial (PPKS).

2. Meningkatkan Solidaritas masyarakat dalam bergotong royong.
Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta
strategi yang terdiri dari 3 (Tiga) sasaran strategis yaitu (1) meningkatnya
pelayanan terhadap Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
sosial (PPKS).



(2) Meningkatnya manajemen intemal perangkat daerah (3)
Meningkatnya partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari
semua unsur yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan pada
setiap level untuk menjalankan funsinya masing — masing dengan baik.
Disamping itu, setiap aktifitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya
resiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan pada Dinas
Sosial Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, upaya implementasi
management resiko Dinas Sosial Kabupaten Lamongan perlu
dikembangkan lebih lanjut.

. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Repubilik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan
Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4
Tahun 2019 tentangPedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah
Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.



. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan

informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan

upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya.

Penerapan manajemen risiko khususnya

pada Unit Pemilik Risko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko

Tingkat Eselon ill dan IV bertujuan untuk :

a.

Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi
pemerintah ;

Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis
organisasi danpeningkatan kinerja ;
Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;

Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan
perencanaan;

Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;

Meningkatkan ketahanan organisasi ;
Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan

sumber dayaorganisasi serta meningkatkan kepercayaan para
pemangku kepentingan.

. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dilakukan

dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan

yang meliputi :

Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
Identifikasi risiko ;

Analisis risiko ;

Evaluasi risiko ;

Pengendalian risiko ;

Pemantauan dan telaah ulang ;

Koordinasi dan komunikasi.



l. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO
A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN 1
Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan
pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan ||
sebagaimana terlampir:



Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Rama Pemoa
TarunPen i

Tujuat Strateg s Perrda
Lirztan Pesveratanan

Dimag Tervar

No Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Risiko Strategis OPD Dinas Sasial:

1 Melararan verihkas dan Valicasi

2 Monmwing van Evaiasi Kegiatan Karangta'ung

Risiko Operasionat OPD Dinas Sosial:

1 valdas. lapangan oleh Dinsos. Pendamping Y85 can
<gcamatan

Semerintah <abugaien Lamengan

025

Pengic ks %05al

Dnas Sosa

Baentul/Metode Pemantauan yang
Diperlukan

Pemiafa,

o PERLANT

Rencana Monitoring Pi

Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Dengendaiian intern

Rercana Waictu Pelaksanaan

Penanggung Jawab Pemantausn Pemantauan

Realisasi Waktu Petaksanaan

Pecaalrsesens Ldtazie JiSIernns

S

Tateier L Tk neirgs I

Keterangan




B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN i

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan pengendalian
terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulani li, yang telah dilaksanakan
adalah dan yang belum dilaksanakan adalah sebagaimana terlampir :



Formulir Kertas Kerja
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemza Perrer ntah Kaoupaten Lamangan
Tanan Pen iaian 2025
Tujuan Strateg s Perda

Lirusan Ferarintanan Pendigwan. Seeal

Drac Terca O e Sonsl
No “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko
Taxggal Teradi
Risiko Strategis OPD Dinas Sosial:
1 Menurganya aksesibilitas masyaracat R&D24060101
terhadag bantvan sewal
2 Twdak teralinnya rasa goteng royong RS0 24060101

terhadap secama

Risiko Operasional OPD Dinas Sosial:

1 ntervensi dar serangkat desa ketka RYQ 24060102
sendiatadn Keps:a Ruman Taagga

Perempuan (KRTF}

Monitor Risk Event & RTP

Formulir Kertas Kerja
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Kejackan Risiko
. Keterangan RTP
Sapab Davpak

Melakaxsn Verikasi can Validasi

Monter g dan Evaluas kegztan
Karangrarana

Validasi Lapangan oleh D nzos
Pengamping YSS can Kecamatan

Rentana Realisasi
Pelaksanaan RTP  Pelaksanaan RTP

Januar.- Oxeber -

Deserber 2028 Desember 3025

Janyar:- October -
Desember 2025 Desembe 2025

Januari- Deteber -
Deserber 2025 Desemper 2028

Keterangan

Betum
Real zas

Belum
Redl sas.

Belum
Real 535




Iv.

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam

pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya
gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Dinas Sosial
berikut :

- Kurangnya Pemahaman terkait kegiatan pengelolaan risiko ;

- Kurangnya koordinasi antar lintas sektor ;

- Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi kegiatan.

MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko,
pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dari hasil
monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan
RTP untuk periode triwulan berikutnya sehingga risiko pada kegiatan dapat
diidentifikasi lebih dini dan terselesaikan sesuai dengan taget yang ditetapkan.

PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
dilaksanakan pada periode tribulan |l dapat simpulan bahwa perlu evaluasi
sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai
perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna
meningkatkan kinerja pemerintah daerah.



